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ABSTRAK       : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 10 ayat 4 huruf a Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan 

Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Takalar Tahun 2017 di Lingkup KPU Kabupaten Takalar; Bahwa untuk maksud tersebut, 

maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Takalar. 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:  

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5678);  

Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 Tentang 

Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;  



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota. 

CATATAN :     -      Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Juli 2016. 

- LAMPIRAN 1  HALAMAN 

 

 

 

 

 


